NOMOR 30 TAHUN 2020 SERI .2

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Dacrah
Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, telah
diundangkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Pcraturan Bupati Circbon Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

bahwa  menindaklanjuti  pemenuhan  Rasionalisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Pereckonomian Nasional, maka perlu dilakukan
penyesuaian penerimaan pendapatan dan belanja daerah;

bahwa scsuai ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Mentert Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana tclah beberapakali diubah, terakhir dengan
Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah,
pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah peraturan
kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan hurul ¢, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Cirebon
Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Necgara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4576), scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Dacrah
(Lembaran Necgara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapakali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pcmanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik  Indoncsia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), scbagaimana telah
beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemecrintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Necgara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapakali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123
Tahun 2018 tentang Perubahan Kecempat atas Peraturan Menterl
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pembecerian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pcnghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan  Bcelanja  Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 6595);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daecrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 249);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang
Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,
dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);




48,

49,

S0.

S1.

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daecrah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Dalam Rangka Pecnanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Couvid-
19) dan/atau  Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perckonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang
Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun
Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 379);

Peraturan Dacrah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah
Perkreditan Rakyat (Lembaran Dacrah Kabupaten Circbon Tahun 2007
Nomor 14, Secri E.5), schbagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Cirecbon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Pecraturan Dacrah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007
tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah
Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Nomor 11, Seri E.4);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Kecuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Seri E.6);

. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pcndapatan dan  Belanja Dacrah Kabupaten Cirebon
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Dacrah Kabupaten Cirebon
Tahun 2019 Nomor 8, Seri A);

. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Pergeseran Anggaran Belanja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2018 Nomor 54, Scri E.34);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 67, Seri A);
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Bupati Cirecbon Nomor 64 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 20, Seri.A).




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
BUPATI CIREBON NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati  Circbon  Nomor 64
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Circbon Tahun 2019
Nomor 67, Seri A), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 20, Seri A),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
semula berjumlah Rp 3.632.076.619.828,00 bertambah scjumlah
Rp 55.049.392.814,00 schingga menjadi Rp 3.687.126.012.642.00
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan :

a. Semula Rp 3.579.590.687.796,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp 56.029.288.796,00
Jumlah Pendapatan setelah Rp 3.635.619.976.592,00

Perubahan

2. Belanja:

a. Semula Rp 3.626.276.619.828,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 59.849.392.814,00
Jumlah Belanja setelah Rp 3.686.126.012.642,00
Perubahan

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 52.485.932.032,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (979.895.982,00)
Jumlah Penerimaan setelah Rp 51.506.036.050,00
Perubahan




b. Pengeluaran

1) Semula Rp 5.800.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (4.800.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran sctelah Rp 1.000.000.000,00
Perubahan

Jumlah Pembiayaan netto Rp 50.506.036.050,00

sctelah Perubahan

Sisa lebih pembiayaan Rp 0,00
Anggaran setelah Perubahan

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

Rincian Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yvang terdiri dari :

1. Lampiran | Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD

2. Lampiran Il Perubahan Penjabaran APBD

3. Lampiran Illa Perubahan Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Alokasi Hibah Dalam Bentuk Uang Yang
Diterima

4. Lampiran IlIb Pecrubahan Daftar Nama Pencrima, Alamat dan
Besaran Alokasi Hibah Dalam Bentuk Barang Yang
Diterima

@]

Lampiran [IVa Perubahan Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Alokasi Bantuan Sosial Dalam Bentuk
Uang Yang Ditcrima

6. Lampiran IVb Perubahan Daftar Nama Penerima, Alamat dan

Besaran Alokasi Bantuan Sosial Dalam Bentuk

Barang Yang Diterima
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Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 13 Vei 2020

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2220 NOMOR 30 SERILA



